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ABSTRACT 

   People with disabilities are people who have limitations that cause people with 

disabilities to have difficulty interacting in their environment. Many communities consider 

people with disabilities as people who will interfere with activities, especially in terms of work. 

Therefore, there is often discrimination against people with disabilities. Getting a decent job 

is the right of every human being, both disabled and non-disabled. To protect the rights of 

persons with disabilities in getting a job without discrimination, the government issued several 

laws and regulations.  This writing is motivated by the problem of how the form of legal 

protection provided by the government for discrimination for workers with disabilities is 

reviewed in Law No. 13 of 2003 on Employment.  What is the form of legal protection that the 

government provides for discrimination for workers with disabilities in the perspective of 

human rights. What are the opportunities for people with disabilities to get a job. The research 

methods used in this writing use normative juridical methods and literature law research with 

conceptual approaches and statutory approaches. 
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ABSTRAK 

 Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan yang 

mengakibatkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya. 

Banyak komunitas yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang akan 

mengganggu kegiatan, terutama dalam hal bekerja. Oleh karena itu kerap terjadi diskriminasi 

terhadap penyandang disabilitas. Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak-hak setiap 

manusia, baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Untuk melindungi hak-hak para 

penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan 

adanya permasalahan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah 

atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam 

perspektif hak asasi manusia. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk 

mendapatkan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

metode yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan.  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Hak 

Asasi Manusia  
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PENDAHULUAN 

Dalam setiap kehidupan manusia sebagai mahluk sosial akan selalu berinteraksi dengan 

manusia yang lain.1 Dari konstitusi hingga aturan dibawahnya merupakan cermin kepentingan 

asasi masyarakat. Setiap norma yuridis ini terlahir atau terbentuk merupakan berkat latar sosial 

kebangsaan sebagai realitas empiriknya.2 Hakikat keberadaan serta dasar hak asasi manusia 

sekedar untuk kepentingan warga sendiri, yang mana setiap orang ataupun manusia bisa 

menikmati hak asasi manusia. Manusia merupakan suatu kepribadian utuh serta dalam warga 

negara tidak larut ataupun tidak lenyap jati diri serta kepribadiannya sebagai manusia. Dengan 

demikian setiap manusia ataupun orang senantiasa memiliki hak asasi manusia tanpa 

terkecuali. Jabatan pangkat, peran, kekayaan wajib tidak membedakan hak asasi manusianya. 

Dimensi hak asasi manusia dalam aplikasi terpaut dengan konvensi serta keputusan politik 

yang terdapat didalamnya, sebaliknya perbandingan kultur dilihat dari hak asasi manusia hanya 

perbandingan pada permukaannya saja. 

Hak asasi manusia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Indonesia yang artinya 

suatu hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dibawa sejak lahir ke 

muka bumi sehingga bersifat kodrati, hak asasi manusia juga merupakan hak-hak yang melekat 

pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, 

asal usul kebangsaan dan etnisitas warna kulit, agama atau keyakinan bahasa, atau status-status 

lainnya. Setiap warga negara memiliki hak-hak asasi dalam kehidupan, terutama hak dalam 

mendapat pekerjaan baik orang normal atau non penyandang disabilitas maupun penyandang 

disabilitas.  

Penyandang disabilitas sendiri merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. 

Orang dengan disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hak 

atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan itu diatur dalam UUD 1945, 

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur hak-hak para penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan penghidupan, kehidupan serta dalam mendapatkan pekerjaan 

yang layak. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang atau individu yang mempunyai kelainan 

 
1 Mirin Pimudyastutie, Anang Sulistyono, (Mei 2021), Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan 

Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, h. 253 
2 Ibid., h. 267 
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fisik, dan atau kelainan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan suatu kegiatan secara normal. 

Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak antara lain yaitu 

pemerintah, pengusaha serta pekerja. Memperoleh peluang yang sama dengan orang pada 

umumnya dan berhak mendapatkan suatu pemeliharaan yang layak dan juga peluang yang 

dapat dimiliki oleh tenaga kerja, tanpa adanya perbedaaan atas SARA (Suku, Agama dan Ras) 

dengan diperlakukan tanpa diskriminasi terhadap para tenaga kerja penyandang disabilitas 

merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia.3 

Aksesibilitas menjadi hal penting dalam mewujudkan kesamaan serta kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang 

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan serta kesempatan dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum 

dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 

pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang 

dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dalam pasal 

41 ayat 2 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 

bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak 

memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 

tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan pula bahwa setiap anak yang cacat fisik 

dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas 

biaya negara untuk menjamin kehidupannya agar sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara.  

Pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung 

jawab yang dimaksud disini ialah pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi 

aksesibilitas yang layak dan memadai bagi masyarakat. Hal ini untuk memberikan kesempatan 

yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan, termasuk penghidupan dan 

kehidupan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk 

 
3 Majda El Muhtaj, (2008), Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 273. 
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memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban serta peran para 

penyandang disabilitas. 

Setiap manusia atau individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak termasuk bagi 

penyandang disabilitas. Data dari pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian 

Sosial menyebutkan pada Tahun 2012 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 

sebanyak 1.250.750 orang. Itu semua terdiri dari tunadaksa, tunanetra, mtuli dan penyandang 

disabilitas mental. Dari data jumlah yang telah disebutkan, tidak semua mendapatkan 

pekerjaan. Kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan masih 

sangat rendah, masih banyak perusahaan yang melakukan diskriminasi terhadap penyandang 

disabilitas.4 

Data di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyebutkan bahwa 

pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja ada sebanyak 1,5 juta orang. 

Sedangkan hasil pendataan yang telah dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pustadin) 

Departemen Sosial pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% penyandang disabilitas merupakan 

pengangguran alias tidak bekerja, dan sebesar 25,6% penyandang disabilitas mempunyai 

pekerjaan. Jenis pekerjaan antara lain, petani, buruh dan jasa. 

Hak mendapatkan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas merupakan 

suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai penguasa tertinggi di negara, serta dimana untuk 

mewujudkan hak asasi manusia pada bidang ekonomi dan sosial. sebagaimana diatur dalam 

pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

menyebutkan bahwa pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang 

disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada pasal 53 ayat 2 menyebutkan 

bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang 

disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

Pada pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas sebagaimana telah disebutkan diatas isinya bahwa perusahaan harus 

mempekerjakan penyandang disabilitas dan penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas 

tiap pemerintah daerah seharusnya menyediakan unit layanan disabilitas pada pemda dibidang 

 
4 Bambang Widodo, (2020), Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. 

https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses Pada 28 September 2020/ 

pukul 19.41 

https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses%20Pada%2028%20September%202020/%20pukul%2019.41
https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses%20Pada%2028%20September%202020/%20pukul%2019.41
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ketenagakerjaan sebagaimana itu disebutkan pada pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan penulis mengangkat judul skripsi ini agar dari 

penulis, aparat hukum, masyarakat, serta tenaga kerja dapat mengetahui bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas agar terhindar 

dari diskriminasi, yaitu peraturan Perundang-undangan nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 67 ayat 1 menerangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

tenaga kerja penyandang disabilitas, UUD 1945, Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, Dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas.  

Adapun permasalahan rumusan dari penelitian tersebut adalah Bagaimana bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja 

penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas 

diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, 

Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan.  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui dan 

memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi 

tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia, Untuk mengetahui dan memahami peluang bagi penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.  

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) metode 

penelitian yaitu, yuridis normatif dan penelitian socio-legal. Penulis juga menggunakan 2 (dua) 

pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (statue Approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini 

ditekankan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-undang  Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 8 

tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia.  
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Penelitian yang bersifat normatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, 

menemukan asas hukum5 serta pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperlajari norma-

norma atau kaidah hukum. Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (library research) 

penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan Pustaka yang 

bersumber dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan.   

PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Pemerintah atas Diskriminasi 

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan imenurut ipasal i1 iayat i1 iUndang-undang iNomor i13 iTahun i2003 

itentang iKetenagakerjaan, iyaitu isegala ihal iyang iberhubungan idengan itenaga ikerja ipada 

iwaktu isebelum, iselama, idan isesudah imasa ikerja. iHukum iKetenagakerjaan iyaitu isuatu 

ihimpunan iaturan ihukum iyang imengatur ihubungan ihukum iantara imajikan idengan 

ipekerja, iorganisasi ipekerja idengan ipengusaha, ipemerintah idengan ipenguasa. 

Pengertian ipenyandang idisabilitas imenurut ipasal i1 iayat i1 iNomor i8 iTahun i2016 

itentang iPenyandang iDisabilitas, iPenyandang iDisabilitas iyaitu isetiap iorang iyang 

imengalami iketerbatasan ifisik, iintelektual, imental, idan/atau isensorik idalam ijangka 

iwaktu ilama iyang idalam iberinteraksi idengan ilingkungan idapat imengalami ihambatan 

idan ikesulitan iuntuk iberpartisipasi isecara ipenuh idan iefektif idengan iwarga inegara 

ilainnya iberdasarkan ikesamaan ihak. 

 Setiap iwarga inegara imempunyai ihak idan ikesempatan iuntuk imendapatkan 

ipekerjaan iguna imempertahankan ihidup iterutama iuntuk ipenyandang idisabilitas. iPara 

ipenyandang idisabilitas ijuga imempunyai ikedudukan, ikewajiban idan iberhak imendapatkan 

isuatu ipekerjaan iyang ilayak itanpa iadanya idiskriminasi, idikarenakan isetiap iindividu 

itersebut imerupakan iseorang ipenyandang idisabilitas. iUntuk imewujudkan ihal iitu 

ipemerintah iberkewajiban imemberikan ipayung ihukum iguna iuntuk imelindungi ipara 

itenaga ikerja ipenyandang idisabilitas iyang imendapatkan idiskriminasi iserta iuntuk 

imenghindari iterjadinya idiskriminasi. 

Perlindungan ihukum ibagi ipenyandang idisabilitas iyang idiberikan ioleh 

ipemerintah itepatnya idiatur idalam iundang-undang inomor i13 itahun i2003 itentang 

 
5 Johny Ibrahim, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayu Media Publishing, 

hlm 443 
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iketenagakerjaan iada ipada ipasal i67 iayat i1 iyang imenyatakan ibahwa ipengusaha iyang 

imempekerjakan itenaga ikerja ipenyandang icacat iwajib imemberikan iperlindungan isesuai 

idengan ijenis idan iderajat ikecacatannya. iDerajat ikecacatannya iini iyaitu ijenis 

ikecacatannya, iyang imana idiatur idalam ipasal i4 iundang-undang iNomor i8 itahun i2016 

itentang ipenyandang idisabilitas ijenis iderajat ikecacatannya idikategorikan idalam i(empat) 

ikelompok:  

a) Penyandang idisabilitas ifisik, iyaitu iterganggunya ifungsi imotorik, iamputasi, iatau 

ikelumpuhan ilainnya iseperti, ispastisitas, iparaplegia, icerebral ipalsy i(CP), istroke, 

ikusta, idan iorang ikecil; 

b) Penyandang idisabilitas iintelektual, iyaitu iseseorang idengan igangguan ifungsional 

ipikiran idisebabkan ikarena itingkat ikecerdasan idi ibawah irata-rata, ilambat idalam 

ibelajar, igangguan imental idan iSindrom iDown; 

c) Penyandang idisabilitas imental, iyaitu iterganggunya ifungsi iberpikir, iemosi, idan 

iberperilaku. iContohnya ipsikososial, iskizofrenia, igangguan ibipolar idepresi, 

ikecemasan, idan igangguan ikepribadian iserta icacat iperkembangan iseperti 

imempengaruhi ikemampuan iseseorang idalam iberinteraksi isosial iyang imeliputi iautism 

idan ihiperaktif; 

d) Penyandang idisabilitas isensorik, iyaitu iyang imeliputi igangguan ifungsi ipanca iIndra, 

itermasuk itunanetra, iketulian idan iatau igangguan ibicara.  

Dalam ipasal i5 idan ipasal i6 iundang-undang inomor i13 itahun i2003 itentang 

iketenagakerjaan idijelaskan ibahwa isetiap itenaga ikerja imemiliki ikesempatan iyang isama 

itanpa iadanya idiskriminasi iuntuk imemperoleh ipekerjaan. iDalam iundang-undang 

iKetenagakerjaan isudah ijelas iditerangkan ibahwa ipara ipenyandang idisabilitas ijuga 

imerupakan iWarga iNegara iyang imemiliki ihak iuntuk imendapatkan ipekerjaan itanpa 

iadanya idiskriminasi.  

Penyandang iDisabilitas imemiliki ihak-haknya idalam ihidup, ihak-hak iitu idiatur 

ipada ipasal i5 iayat i1 iundang-undang inomor i8 itahun i2016 itentang ipenyandang 

idisabilitas iyang imenyatakan ibahwa ipenyandang idisabilitas imemiliki ihak: ihidup, ibebas 

idari istigma, iprivasi, ikeadilan idan iperlindungan ihukum, ipendidikan, ipekerjaan, 

ikewirausahaan, idan ikoperasi, ikesehatan, i ipolitik, ikeagamaan, ikeolahragaan, ikebudayaan 

idan ipariwisata, ikesejahteraan isosial, iaksesibilitas, ipelayanan ipublik, iperlindungan idari 

ibencana, irehabilitasi, ikonsensi, ipendataan, ihidup isecara imandiri idan ilibatkan idalam 
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imasyarakat, iberekspresi, iberkomunikasim idan imemperoleh iinformasi, iberpindah itempat 

idan ikewarganegaraan, ibebas idari itindakan idiskriminasi.  

Bukan ihanya ihal iitu idalam ipasal i26 iundang-undang inomor i8 itahun i2016 

itentang ipenyandang idisabilitas idisebutkan ijuga ibahwa ihak ibebas idari idiskriminasi, 

ipenelantaran, ipenyiksaan idan ieksploitasi iuntuk ipenyandang idisabilitas imeliputi ihak: 

a. Bersosialisasi idan iberinteraksi idalam ikehidupan iberkeluarga, ibermasyarakat, idan 

ibernegara itanpa irasa itakut; idan 

b. Mendapatkan iperlindungan idari isegala ibentuk ikekerasan ifisik, ipsikis, iekonomi, idan 

iseksual.  

Para itenaga ikerja ipenyandang idisabilitas imendapatkan idiskriminasi idalam 

imencari ipekerjaan idikarenakan imereka iselalu idianggap ilemah ioleh iorang inormal iatau 

iorang inon ipenyandang idisabilitas. iOleh ikarena iitu ipemerintah imemberikan 

iperlindungan ikhusus iatau iperlakuan ikhusus imaupun iperlakuan iistimewa iterhadap 

ipenyandang idisabilitas idalam ihal ikehidupan, ipenghidupan iyang ilayak idan imendapatkan 

ipekerjaan iyang ilayak iberbentuk iperaturan iperundang-undangan.  

Perlindungan ikhusus idan iperlakuan ikhusus iyang idiberikan ioleh ipemerintah iyaitu 

imemberikan ikesempatan ibekerja ikepada ipenyandang idisabilitas iuntuk imendapatkan 

ipekerjaan iyang ilayak, ihal iitu idiatur idalam ipasal i53 iayat i1 iundang-undang inomor i8 

itahun i2016 itentang ipenyandang idisabilitas ibahwa ipemerintah, ipemerintah idaerah, 

iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN), iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iwajib 

imempekerjakan ipaling isedikit i2% ipenyandang idisabilitas idari ijumlah ipegawai iatau 

ipekerja. iDalam ipasal i53 iayat i2 iundang-undang inomor i8 itahun i2016 itentang 

ipenyandang idisabilitas ijuga imenyatakan ibahwa iperusahaan iswasta iwajib 

imempekerjakan ipaling isedikit i1% ipenyandang idisabilitas idari ijumlah ipegawai iatau 

ipekerja. 

Bukan ihanya idi idalam iUndang-undang iKetenagakerjaan isaja imaupun iUndang-

undang ipenyandang idisabilitas iyang imengatur ikesempatan ibekerja itanpa idiskriminasi 

itetapi ijuga iberdasarkan iPancasila idan iUUD i1945. iNegara imengakui ipersamaan iderajat 

ipersamaan ihak idan ipersamaan ikewajiban iantara isesama imanusia. iTugas inegara 

iberdasarkan iPancasila idan iKonstitusi iyaitu imelindungi isegenap ibangsa idan iseluruh 

itumpah idarah iIndonesia iuntuk imewujudkan isuatu ikeadilan isosial ibagi iseluruh irakyat 
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iIndonesia. iPancasila idan iKonstitusi imerupakan idua ihal ipenting idalam ikehidupan 

ibangsa iIndonesia, iselain imerupakan ipandangan ihidup idan idasar inegara, ijuga 

imerupakan isistem ipolitik ipemerintahan inegara iIndonesia.6 iHak imerupakan ihukum 

idalam iarti isempit, isebab isebagai iimbalannya iakan iterlihat ikewajiban idari ipara isubjek 

ihukum iitu. iJika iberbicara ihukum idan ihak itidak ilepas idari ikewajiban, ikarena ikeduanya 

imerupakan imasalah iyang itidak idapat idipisahkan.7 

Selain ipenegasan ihak iwarga iatas ipekerjaan idan ipenghidupan iyang ilayak, ihak 

ikonstitusi ijuga imenyebutkan ibahwa isetiap iwarga inegara iberhak imendapatkan ipekerjaan 

iberdasarkan ipada itingkat ipendidikan, ikeahlian idan ibakat iserta iminatnya. iSetiap iwarga 

inegara iIndonesia idalam imemperoleh ipekerjaan iharus isesuai idengan ikeinginannya, 

ibukan ipekerjaan iyang idipaksakan ikepadanya. iNegara iberkewajiban iuntuk imenciptakan 

ilapangan ipekerjaan idan ipenghidupan iyang ilayak, idengan igaji ibulanan, irumah, ipakaian, 

idan imakanan iyang isesuai idengan ikondisi ipekerja itersebut.  

Dalam iUUD i1945 ijuga imengatur imengenai ikesempatan ibekerja iyang isama ibagi 

isetiap itenaga ikerja, ihal iitu idiatur isebagaimana idalam ipasal i27 iayat i1 iyang 

imenyatakan ibahwa isegala iwarga inegara ibersamaan ikedudukannya idi idalam ihukum idan 

ipemerintahan idan iwajib imenjunjung ihukum idan ipemerintahan iitu idengan itidak iada 

ikecualinya. itidak iada ikecualinya. iTidak iada ikecualinya idi isini idimaksudkan iuntuk 

isemua iorang iyang itidak iterkecuali ijuga ibagi ipenyandang idisabilitas. iDalam ipasal i27 

iayat i2 iUUD i1945 ijuga imenyatakan ibahwa itiap-tiap iwarga inegara iberhak iatas 

ipekerjaan idan ipenghidupan iyang ilayak ibagi ikemanusiaan.  

 iPerlindungan ihukum iyang idiberikan ioleh ipemerintah idalam ibentuk iperaturan 

iperundang-undangan idiharapkan ipara ipenyandang idisabilitas imendapatkan ipemenuhan 

ihak iuntuk imemperoleh ipekerjaan iserta idengan iadanya iperlindungan ihukum iini idapat 

imeningkatkan iharkat imartabat idan iharga idiri, iserta imewujudkan imasyarakat iyang 

isejahtera, iadil, imakmur, ibaik imaterial imaupun ispiritual. 

Perlindungan ipenyandang idisabilitas imerupakan iistilah iyang idipakai iuntuk 

imenggambarkan iperlindungan ihukum ikepada ipenyandang idisabilitas iuntuk imemenuhi 

ikebutuhan iserta imenghindari ihal-hal iyang idapat imerugikan ipenyandang idisabilitas. 

iPerlindungan ihukum iini iyang idiberikan ikepada ipenyandang idisabilitas idapat idiartikan 

 
6 Abid Zamzami, (Maret, 2021) Harmonisasi Negara dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, 

Jatiswara, Vol. 36, No. 1, h. 64 
7 Abid Zamzami, (Januari, 2018) Keadilan di Jalan Raya, Yurisprudensi, Vol. 1, No. 2, h. 19 
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ijuga isebagai ipengakuan ibahwa idiskriminasi iberdasarkan idisabilitas imerupakan isuatu 

ipelanggaran iterhadap iharkat idan imartabat iserta inilai iyang imelekat ipada isetiap iorang. 

iPerlindungan ipenyandang idisabilitas ijuga idapat idiartikan isebagai iupaya imenciptakan 

iperlindungan idan ifasilitas iumum iyang iaksesibel idemi ikesamaan ikesempatan ibagi 

ipenyandang idisabilitas iuntuk ihidup imandiri iserta ibermasyarakat. 

Agar ibentuk iperlindungan ihukum iyang idiberikan ioleh ipemerintah idapat iberjalan 

idengan isesuai itujuan, ipemerintah imengeluarkan iperaturan itentang ipengawasan itenaga 

ikerja. iPengawasan iKetenagakerjaan imerupakan ifungsi inegara iagar idapat imelindungi 

ipara itenaga ikerja, ikhususnya itenaga ikerja ipenyandang idisabilitas. iUntuk imenciptakan 

ihubungan iyang isaling imenguntungkan ipemerintah itelah imengatur idengan iregulasi 

idalam ipasal i102 iundang-undang inomor i13 itahun i2003 iyang imengatur ifungsi idan 

iperan ipemerintah, ipekerja idan iperusahaan iketenagakerjaan. 

Dalam ipasal i102 iayat i1 imenyebutkan ibahwa idalam imelaksanakan ihubungan 

iindustrial, ipemerintah imempunyai ifungsi imenetapkan ikebijakan, imemberikan ipelayanan, 

imelaksanakan ipengawasan idan imelakukan ipenindakan iterhadap ipelanggaran iperaturan 

iperundang-undangan iketenagakerjaan. iHal iini isangat ijelas ibahwa isemua ipermasalahan 

iketenagakerjaan isangatlah ibergantung ipada ifungsi ipemerintah idalam imenetapkan 

ikebijakan, imemberikan ipelayanan, imelaksanakan ipengawasan idan ipenindakan iterhadap 

ipelanggaran iaturan iketenagakerjaan. i 

Fungsi ipekerja iatau iburuh ijuga idisebutkan idalam ipasal i102 iayat i2 iUndang-

undang iNomor i13 iTahun i2003 itentang iKetenagakerjaan ibahwa idalam imelaksanakan 

ihubungan iindustrial, ipekerja iatau iburuh idan iserikat ipekerja iatau iserikat iburuh 

imempunyai ifungsi imenjalankan ipekerjaan isesuai idengan ikewajibannya, imenjawab 

iketertiban idemi ikelangsungan iproduksi, imenyalurkan iaspirasi isecara idemokratis 

imengembangkan iketerampilan, idan ikeahliannya iserta iikut imemajukan iperusahaan idan 

imemperjuangkan ikesejahteraan ianggota ibeserta ikeluarganya. 

Pengertian iPengawasan iKetenagakerjaan idiatur idalam ipasal i1 iayat i1 iPeraturan 

iPemerintah iNomor i21 iTahun i2010 itentang iPengawasan iKetenagakerjaan ibahwa 

ikegiatan imengawasi idan imenegakkan ipelaksanaan iperaturan iperundang-undangan idi 

ibidang iketenagakerjaan. iPengertian iini ijuga idigunakan idi ibeberapa iperaturan iyang 

imengatur itentang iPengawasan iKetenagakerjaan, iseperti iundang-undang iNomor i21 

iTahun i2003 itentang ipengesahan iILO iConvention iNomor i81 iConvention iLabour 
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iInspection iin iIndustry iand iCommerce i(Konvensi iILO iNomor i81 imengenai ipengawasan 

iketenagakerjaan idalam iIndustri idan iPerdagangan). 

Dalam ipasal i178 iUndang-undang iNomor i13 itahun i2003 imenjelaskan ibahwa 

ipengawasan iketenagakerjaan idilakukan ioleh ipegawai ipengawas iketenagakerjaan iyang 

imempunyai ikompetensi idan iindependen iguna imenjamin ipelaksanaan iperaturan 

iperundang-undangan iketenagakerjaan. iHal itersebut ijuga idisebutkan idi idalam ipasal i3 

iperaturan ipemerintah inomor i21 itahun i2010 itentang ipengawasan iketenagakerjaan, 

imenyatakan ibahwa ipengawasan iketenagakerjaan idilaksanakan ioleh iunit ikerja 

ipengawasan iketenagakerjaan ipada iinstansi iyang ilingkup itugas idan itanggung ijawabnya 

idi ibidang iketenagakerjaan ipada ipemerintah ipusat, ipemerintah iprovinsi idan ipemerintah 

ikabupaten iatau ikota. 

Pengawasan iKetenagakerjaan iadalah ikegiatan imengawasi idan imenegakkan 

ipelaksanaan iperaturan iperundang-undangan idi ibidang iketenagakerjaan. iPenegakan iatau 

ipenerapan iperaturan iperundang-undangan imerupakan isuatu iupaya iuntuk imelindungi 

iserta imenjaga ikeseimbangan iantara ihak idan ikewajiban ibagi ipengusaha idan ipekerja 

iatau iburuh, ikeseimbangan itersebut idiperlukan iuntuk imenjaga ikelangsungan iusaha idan 

iketenangan idalam ibekerja iyang ipada iakhirnya iakan imeningkatkan iproduktivitas ikerja 

idan ikesejahteraan itenaga ikerja. 

Bentuk iPerlindungan iHukum iYang idiberikan ioleh iPemerintah iatas iDiskriminasi 

iTenaga iKerja idalam iPerspektif iHak iAsasi iManusia i 

 Pembangunan iNasional idi iIndonesia iguna iuntuk imewujudkan imasyarakat 

iIndonesia iyang iadil, imakmur, isejahtera idan imerata iberdasarkan iUUD i1945. 

iPenyandang idisabilitas imerupakan ianggota imasyarakat iyang imempunyai ihak iuntuk 

itetap imelakukan isegala ihal idi ikomunitas ilokal. iOrang ipenyandang idisabilitas isangat 

imembutuhkan idukungan idari imasyarakat idi ilingkungannya idalam istruktur ipekerjaan, 

ikesehatan, ipendidikan imaupun ipelayanan isosial isehingga idikatakan ihak-hak 

ipenyandang idisabilitas idalam iperspektif ihak iasasi imanusia imerupakan ihak ikhusus 

iuntuk ipara ipenyandang idisabilitas.  

Setiap imanusia imempunyai ihak-haknya imasing-masing isejak imereka ilahir. iHak 

iyang iada isalah isatunya iialah ihak iasasi imanusia. iHak iitu ibukan ihanya iuntuk iindividu 

iyang isempurna isecara ifisik idan imental isaja imelainkan ijuga iuntuk ipara ipenyandang 
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idisabilitas isebagai ibentuk iperlindungan ihukum ibagi ipara ipenyandang idisabilitas iagar 

itidak iada idiskriminasi idan imereka imendapatkan ihak-haknya isebagai imanusia.  

Status ihak iasasi imanusia iyang itelah idiakui isecara iinternasional imemiliki 

ipersoalan idalam ipelaksanaan. iPelanggaran ihak iasasi imanusia isering iterjadi idi ilevel 

ilokal. iMemutus imata irantai ipelanggaran ihak iasasi imanusia idipandang iakan ilebih 

iefektif ijika ipada ilevel ilokal idibangun ikapasitas ipemerintah idalam imenunaikan 

ikewajiban ihak iasasi imanusia. ipenghormatan, ipemenuhan, idan iperlindungan ihak iasasi 

imanusia iakan ilebih iterasa idampaknya ibagi imasyarakat iterutama ikelompok irentan, ijika 

iotoritas idi ilevel ilokal ididorong iuntuk imemiliki ikesadaran ihak iasasi imanusia idan 

imampu imenyusun ikebijakan-kebijakan ititik iotoritas ilokal idapat imembangun ipraktik 

iterbaik ibagi iperwujudan ihak iasasi imanusia idi itingkat ilokal. iSebagai ibagian idari 

ijaminan ihak iasasi imanusia, ipekerjaan iyang ilayak ijuga imerupakan ibagian ihak iasasi 

imanusia iyang isangat ipenting iuntuk idijamin ipelaksanaannya ioleh inegara.  

Hak iyang iada idi iundang-undang ibukan ihanya ibertujuan iuntuk imenjamin 

ipemenuhan ihak idan ikebutuhan ipenyandang idisabilitas imelainkan ijuga iuntuk 

imemberikan itanggung ijawab ikepada ipemerintah iserta imasyarakat iagar ilebih iberperan 

iaktif idalam imeningkatkan iharkat idan imartabat ipara ipenyandang idisabilitas. iBukan 

ihanya ihal iitu isaja iperaturan idalam iundang-undang idiharapkan idapat imemperkuat 

ikewajiban iuntuk ikemajuan idan iperlindungan iterhadap ihak ipenyandang idisabilitas idi 

iIndonesia idengan idemikian, ihak ipenyandang idisabilitas iakan idijadikan isebagai ihak 

iyang idilindungi isecara ikonstitusional i(constitutional irights).  

UUD i1945 imerupakan ilandasan isuatu inorma iuntuk imenetapkan iperaturan ilain 

idalam inegara. iSalah isatu ijaminan ihak iasasi imanusia iyang itermuat idalam iUUD i1945 

iyaitu ihak isetiap iwarga inegara iuntuk imendapatkan ipekerjaan iyang ilayak. iPekerjaan 

iyang ilayak imerupakan ihak isetiap imanusia itanpa imemberikan ipengecualian ibagi 

iseseorang iyang itidak imempunyai ikesehatan ijasmani iyang isempurna. iSebagai 

ipenyandang idisabilitas ipekerjaan imerupakan ibagian ipenting idalam ikehidupan iyang 

isangat idiharapkan, ikarena idengan ipekerjaan iini ipenghasilan iakan ididapatkan. iOleh 

ikarena iitu, iperlindungan iterhadap ipenyandang idisabilitas idalam imemperoleh ipekerjaan 

imerupakan isuatu ihal iyang isangat ipenting iditegakkan isupaya ipenyandang idisabilitas 

iterhindar idari idiskriminasi idalam imemperoleh ipekerjaan. 

Penyandang idisabilitas imempunyai ihak ifundamental isama ihalnya idengan 

imanusia inormal ipada iumumnya iatau inon ipenyandang idisabilitas idan ipenyandang 
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idisabilitas idapat imemperoleh iperlakuan ikhusus iyang idimaksudkan iuntuk iupaya 

iperlindungan idari ipelanggaran ihak iasasi imanusia. iHak-hak itersebut isudah idiatur idalam 

ipasal i28I iayat i2 iUUD i1945 iyang imenyatakan ibahwa isetiap iorang iberhak ibebas idari 

iperlakuan iyang ibersifat idiskriminatif iatas idasar iapapun idan iberhak imendapatkan 

iperlindungan iterhadap iperlakuan iyang ibersifat idiskriminatif. i 

Hak iyang idiatur idalam iUndang-undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak 

iAsasi iManusia iada idi ipasal i3 iayat i2 ibahwa isetiap iorang iberhak iatas ipengakuan, 

ijaminan, iperlindungan, idan iperlakuan ihukum iyang iadil iserta imendapat ikepastian 

ihukum idan iperlakuan iyang isama idi idepan ihukum. iDalam ipasal i3 iayat i3 ibahwa isetiap 

iorang iberhak iatas iperlindungan ihak iasasi imanusia idan ikebebasan idasar imanusia, itanpa 

idiskriminasi.  

Landasan ihak iyang imengatur iperihal iperlindungan ikhusus ijuga idisebutkan idalam 

iUUD i1945 ipasal i28H iayat i2 ibahwa isetiap iorang iberhak imendapat ikemudahan idan 

iperlakuan ikhusus iuntuk imemperoleh ikesempatan idan imanfaat iyang isama iguna 

imencapai ipersamaan idan ikeadilan. iHal iitu idiperkuat ijuga idengan iUndang-undang 

iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi iManusia ipasal i5 iayat i1 ibahwa isetiap iorang 

idiakui isebagai imanusia ipribadi iyang iberhak imenuntut idan imemperoleh iperlakuan iserta 

iperlindungan iyang isama isesuai idengan imartabat ikemanusiaannya idi idepan ihukum.  

Dalam ipasal i5 iayat i3 iUndang-undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi 

iManusia idisebutkan ibahwa isetiap iorang iyang itermasuk ikelompok imasyarakat iyang 

irentan iberhak imemperoleh iperlakuan idan iperlindungan ilebih iberkenaan idengan 

ikekhususannya. iHal iitu idiperkuat ilagi ioleh ipasal i42 iUU iNomor i39 iTahun i1999 

itentang iHak iAsasi iManusia ibahwa isetiap iwarga inegara iyang iberusia ilanjut, icacat ifisik 

iatau icacat imental iberhak imemperoleh iperawatan, ipendidikan, ipelatihan idan ibantuan 

ikhusus iatas ibiaya inegara, iuntuk imenjamin ikehidupan iyang ilayak isesuai idengan 

imartabat ikemanusiaannya, imeningkatkan irasa ipercaya idiri, idan ikemampuan 

iberpartisipasi idalam ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, idan ibernegara.  

Dengan ipenjelasan iperlindungan ihukum idan ilandasan ihak iyang itelah idisebutkan 

idi idalam iUUD i1945 idan iUndang-undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi 

iManusia itelah idijelaskan ibahwa ipara ipenyandang idisabilitas imempunyai ihak, 

ikedudukan, idan ikewajiban iyang isama idengan iorang ilain iyang inormal itanpa idi 

iperbolehkan iadanya idiskriminasi. iPara ipenyandang idisabilitas ijuga iWarga iNegara 
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iIndonesia iyang isepantasnya imendapatkan iperlakuan ikhusus itanpa idiskriminasi ikarena 

ikecacatannya.  

Perlakuan ikhusus iyang idisebutkan iini isebagai iupaya iuntuk imencegah iadanya 

idiskriminasi idan idapat imemaksimalkan iperlindungan iserta ipemenuhan ihak iasasi 

imanusia idi ikalangan imasyarakat. iDari ipenjelasan iundang-undang iitu ipula isudah isangat 

ijelas idisebutkan iperlindungan iserta ihak ipara ipenyandang idisabilitas idi isetiap ipasalnya. 

iPada ihakikatnya isendiri imanusia idiciptakan isama, itetapi imanusia iitu isendiri iyang 

isaling imembeda-bedakan ibaik idengan iperilakunya imaupun idari iperkataannya. 

Untuk imengurangi idiskriminasi iterhadap ipara ipenyandang idisabilitas, ipemerintah 

imemberi iperlindungan isecara ipenuh idan isetara, ihal iitu iada idi ipasal i3 ihuruf ia 

iUndang-undang iNomor i8 iTahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas ibahwa 

ipelaksanaan idan ipemenuhan ihak ipenyandang idisabilitas ibertujuan iuntuk imewujudkan 

ipenghormatan, ipemajuan, iperlindungan, idan ipemenuhan ihak iasasi imanusia iserta 

ikebebasan idasar ipenyandang idisabilitas isecara ipenuh idan isetara.  

Pengaturan imengenai ihak-hak ipenyandang idisabilitas idapat imembawa 

ikonsekuensi ihukum ibagi inegara imaupun imasyarakat. iMasyarakat iwajib iuntuk 

imenghormati ihak-hak ipenyandang idisabilitas iyang imana ihal iitu itelah idiatur idalam 

iUUD i1945 ipasal i28J iayat i1 ibahwa isetiap iorang iwajib imenghormati ihak iasasi imanusia 

iorang ilain, idalam itertib ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, idan ibernegara. i 

Dijelaskan ipula idalam iUndang-undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak 

iAsasi iManusia ipasal i69 iayat i1 ibahwa isetiap iorang iwajib imenghormati ihak iasasi 

imanusia iorang ilain, imoral, ietika idan itata itertib ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa 

idan ibernegara. iDalam ipasal i69 iayat i2 ibahwa isetiap ihak iasasi imanusia iseseorang 

imenimbulkan ikewajiban idasar idan itanggung ijawab iuntuk imenghormati ihak iasasi iorang 

ilain isecara itimbal ibalik iseta imenjadi itugas ipemerintah iuntuk imenghormati, idan 

imelindungi, imenegakkan, idan imemakannya.  

Perlindungan idan ipemenuhan ihak iasasi imanusia imaupun ihak iwarga inegara 

imenjadi iinti idari ikonsepsi inegara ihukum, imaka isegala inorma ihukum itersebut imenjadi 

idasar ibahwa inegara iwajib imereorientasikan iterhadap iperlindungan idan ipemenuhan ihak 

iasasi imanusia iserta ihak ihak iwarga inegara. iDalam ipelaksanaan ipenyelenggaraan inegara 

ihukum imasih idibutuhkannya isebuah iinstrumen idan iinstitusi ihukum iguna imenjaga iserta 

imenjamin iperlindungan idan ipemenuhan isemua ihak iwarga inegara. i 
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Hak-hak iyang itelah idiatur ioleh ipemerintah imerupakan ibatas iyang itidak ibisa 

idilanggar ioleh ipemerintah itersebut iatau ipenyelenggara inegara idalam imenjalankan 

ikekuasaan inegara, ibaik isebagai iwarga inegara imaupun ihak iasasi. iDalam iUUD i1945 

itelah ijelaskan isecara ijelas ihak-hak iWarga iNegara iIndonesia isecara ijelas itermasuk ihak-

hak ipenyandang idisabilitas iyang imana itermuat ipada iBAB iX iWarga iNegara idan 

iPenduduk. iHak iasasi imanusia ipada ihakikatnya idikatakan itidak itergantung ipada inegara 

ibahkan idikatakan isudah ilahir isebelum inegara ilahir. i 

Warga inegara iitu imencakup idengan iorang ipenyandang idisabilitas, idi idalam 

ipenerapan iperlindungan iHak iasasi imanusia ipara ipenyandang idisabilitas imasih ikerap 

idiabaikan, ibahkan idilanggar. iPelanggaran itersebut idisebabkan ipara ipenyandang 

idisabilitas itidak idianggap isebagai iwarga inegara. iHal itersebut imenyebabkan ipara 

ipenyandang idisabilitas itidak imendapatkan iperlindungan ihukum ihak iasasi imanusia iyang 

ilayak, iyang imana isudah idiatur idalam iperaturan iperundang-undangan idan ipara 

ipenyandang idisabilitas ikerap imendapat idiskriminasi. iPara ipenyandang idisabilitas 

imembutuhkan idukungan idalam istruktur iPendidikan iserta ipekerjaan. 

Peluang iBagi iPenyandang iDisabilitas iuntuk imendapat ipekerjaan 

 Penyandang idisabilitas imerupakan ianggota imasyarakat iyang imempunyai ihak 

iuntuk itetap imelakukan isegala ihal idi ikomunitas ilokal. iHal iitu itelah idiatur idalam iUUD 

i1945, iUndang-undang iNomor i13 iTahun i2003 itentang iKetenagakerjaan, iUndang-undang 

iNomer i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi iManusia, idan iUndang-undang iNomor i8 

iTahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas.  

Dalam iUUD i1945 imerupakan isuatu idasar ihukum itertinggi idalam iberkehidupan 

idi inegara iIndonesia, iyang imana iperaturan iini itelah imengatur itentang iberbagai ihak 

ikonstitusional iwarga inegara iIndonesia, iantara ilain idalam ihal ihak ikehidupan idan 

ipenghidupan, ihak imendapat ipendidikan iyang ilayak, ihak imendapat ipekerjaan, 

isebagaimana itercantum idalam ipasal i27 iayat i2 ibahwa itiap-tiap iwarga inegara iberhak 

iatas ipekerjaan idan ipenghidupan iyang ilayak ibagi ikemanusiaan.  

Hak ikonstitusional iwarga inegara iIndonesia iantara ilain iyakni ihak-hak iasasi 

imanusia idan ihak itiap-tiap iwarga inegara idijamin idalam iUUD i1945 idan iberlaku idalam 

itiap-tiap iwarga inegara iIndonesia. iHal iitu idilihat idari irumusan isetiap iorang, isegala 

iwarga inegara, itiap-tiap iwarga inegara idan iatau isetiap iwarga inegara, iyang imana 

imenunjukkan ibahwa isetiap iindividu iatau imanusia imempunyai ihak ikonstitusional itanpa 

iadanya idiskriminasi, ipembedaan iSARA i(Suku, iAgama idan iRas). 
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Pada iUndang-undang iNomor i8 iTahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas 

idijelaskan ipula ipada ipasal i2 ihuruf ig ibahwa ipelaksanaan idan ipemenuhan ihak 

iPenyandang iDisabilitas iberasaskan ikesetaraan idan idalam ipasal i2 ihuruf ic ibahwa 

ipelaksanaan idan ipemenuhan ihak iPenyandang iDisabilitas iberasaskan itanpa idiskriminasi.  

Dalam ipasal i28I iayat i2 iUUD i1945 imenyatakan ibahwa isetiap iorang iberhak 

ibebas idari iperlakuan iyang ibersifat idiskriminatif iatas idasar iapapun idan iberhak 

imendapatkan iperlindungan iterhadap iperlakuan iyang idiskriminatif. iPasal iini ijuga idapat 

imenjadi idasar ihak ikonstitusional ibagi ipara ipenyandang idisabilitas, idalam ipasal iini 

imemberi ipenjelasan iuntuk ipara ipenyandang idisabilitas iwajib imendapatkan ikesetaraan 

ipeluang idalam ihal iapapun, ibaik idalam ihal ipendidikan imaupun ipekerjaan.  

Kesetaraan ipeluang ibisa ijuga idisebut isebagai ikesamaan ikesempatan idiartikan 

isebagai ipemerintah idan imasyarakat imemberikan ikesempatan idalam isegala iaspek 

ipenghidupan idan ikehidupan iini ikepada ipara ipenyandang idisabilitas. iKesetaraan iini 

iguna iuntuk imenata isuatu ipenghidupan idan ikehidupan isosial idan idapat imenimbulkan 

irasa iaman, itentram, ilahir idan ibatin iserta imasyarakat idapat imenjunjung itinggi ihak idan 

ikewajiban isesama iwarga iNegara iIndonesia iberdasarkan iUUD i1945.  

Dalam iUndang-undang iNomor i8 iTahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas 

idijelaskan ipula itentang iarti ikesamaan ikesempatan ipada ipasal i1 iangka i2 imenyatakan 

ibahwa ikeadaan iyang imemberikan ipeluang idan/atau imenyediakan iakses ikepada 

ipenyandang idisabilitas iuntuk imenyalurkan ipotensi idalam isegala iaspek ipenyelenggaraan 

inegara idan imasyarakat. iUntuk itujuan ipelaksanaan idan ipemenuhan ihak ipenyandang 

idisabilitas idiatur idalam ipasal i3 ihuruf ia ibahwa ibertujuan iuntuk imewujudkan 

ipenghormatan, ipemajuan, iperlindungan, idan ipemenuhan ihak iasasi imanusia iserta 

ikebebasan idasar ipenyandang idisabilitas isecara ipenuh idan isetara. iDalam ipasal i3 ihuruf 

id ibahwa ibertujuan iuntuk imelindungi ipenyandang idisabilitas idari ipenelantaran idan 

ieksploitasi, ipelecehan idan isegala itindakan idiskriminatif, iserta ipelanggaran ihak iasasi 

imanusia. i 

CRPD i(Convention ion ithe iRights iof iPerson iwith iDisabilities) iatau ikonvensi 

itentang ihak-hak ipenyandang idisabilitas iyang itelah idisahkan ioleh iNegara iRepublik 

iIndonesia idalam iUndang-undang iNomor i19 iTahun i2011 itentang iPengesahan iCRPD. 

iCRPD imerupakan isalah isatu isebuah iinstrumen iuntuk imenjamin ipenghormatan, 

ipemenuhan ihak-hak ipara ipenyandang idisabilitas.  
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Tujuan iCRPD iyaitu iuntuk imemajukan, imelindungi idan imenjamin ipenikmatan 

ipenuh idan isetara isemua ihak iasasi imanusia idan ikebebasan ifundamental ioleh isemua 

ipenyandang idisabilitas, idan iuntuk imeningkatkan ipenghormatan iatas imartabat iyang 

imelekat ipada imereka idalam ipasal i1 iUndang-undang iNomor i19 iTahun i2011 itentang 

ipengesahan iCRPD i(Convention ion ithe iRights iof iPerson iwith iDisabilities) iatau 

ikonvensi itentang ihak-hak ipenyandang idisabilitas.  

Di idalam iundang-undang ipengesahan iCRPD itentang iKonvensi ihak-hak 

ipenyandang idisabilitas iNomor i19 itahun i2011 ipasal i27 ijuga idiatur itentang ihak-hak 

ipenyandang idisabilitas idalam imendapatkan ipekerjaan itanpa iadanya idiskriminasi, 

imenyatakan ibahwa inegara-negara ipihak imengakui ihak ipenyandang idisabilitas iuntuk 

ibekerja iatas idasar ikesetaraan idengan iyang ilainnya iini imencakup ihak iatas ikesempatan 

iuntuk imembiayai ihidup idengan ipekerjaan iyang idipilih iatau iditerima isecara ibebas idi 

ibursa ikerja idan ilingkungan ikerja iyang iterbuka, iinklusif idan idapat idiakses ioleh 

ipenyandang idisabilitas. iNegara-negara ipihak iharus imelindungi idan imemajukan 

ipemenuhan ihak iuntuk ibekerja itermasuk ibagi imereka iyang imendapatkan idisabilitas 

ipada imasa ikerja, idengan imengambil ilangkah-langkah itertentu itermasuk imelalui 

iperaturan iperundang-undangan.  

Adanya ipengesahan iundang-undang iNomor i19 iTahun i2011 itentang iPengesahan 

iCRPD iagar iuntuk imemperkuat iserta imewujudkan iperlindungan ihukum ibagi ipara 

ipenyandang idisabilitas idan imendapatkan ipeluang ikesetaraan idalam ihal ikehidupan iatau 

ipenghidupan, ipendidikan imaupun imendapat ipekerjaan. iKesetaraan ipeluang ibagi itenaga 

ikerja ipenyandang idisabilitas ibaik idi isektor iswasta imaupun idi isektor ipemerintah 

i(BUMN idan iBUMD) idiatur idalam ipasal i53 iayat i1 idan iayat i2 iUndang-undang iNomor 

i8 iTahun i2016 itentang iPenyandang idisabilitas ibahwa ipemerintah idaerah, iBadan iusaha 

imilik idaerah idan iBadan iusaha imilik inegara iwajib imempekerjakan ipaling isedikit i2% 

ipenyandang idisabilitas idari ijumlah ipegawai idan iperusahaan iswasta iwajib 

imempekerjakan ipaling isedikit i1% ipenyandang idisabilitas idari ijumlah ipegawai iatau 

ipekerja. 

Perusahaan iatau ipengusaha iyang imempekerjakan ipenyandang idisabilitas iakan 

imemberi imanfaat ibagi iperusahaannya isebab idengan ibegitu iperusahaan imengelola 

itenaga ikerja iyang iberagam.iHal itersebut imenjadi ialasan iperusahaan iakan imendapat 

iproduktivitas iyang ibaik, icitra iyang ibaik idi ihadapan ipublik iserta idapat imeningkatkan 

isemangat idi itempat ibekerja.  
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Mahkamah ikonstitusional isebagai ilembaga ipenafsir ikonstitusi ihadir iuntuk 

imewujudkan ikeadilan iyang isubstansial imelalui ihak-hak isebagai ipenjamin iagar 

ikonstitusi idapat idiimplementasikan isecara ikonsisten itanpa iadanya ipenyimpangan isama 

isekali iterhadap inilai-nilai ifundamental iyang iterkandung idi idalamnya. iSalah isatunya 

iada ipada ipasal i27 iayat i2 iUUD i1945 iyang imasih imenjadi iacuan ibahwa itiap-tiap 

iwarga imendapat ihak ipekerjaan, ikehidupan idan ipenghidupan iyang isama.  

Adanya iUndang-undang iPengesahan iCRPD i(Convention ion ithe iRights iof iPerson 

iwith iDisabilities) iatau ikonvensi itentang ihak-hak ipenyandang idisabilitas iNomor i19 

iTahun i2011 iada ikonsekuensinya iyaitu iperlunya ipengaturan iperaturan ihukum idan 

ikebijakan iyang isesuai idengan iprinsip-prinsip ikonvensi ihak-hak ipenyandang idisabilitas 

iyang iada ipada ipasal i3. iHal iini iakhirnya imendorong ipemerintah iuntuk imengganti 

iUndang-undang iNomor i4 iTahun i1997 itentang ipenyandang icacat imenjadi iUndang-

undang iNomor i8 iTahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas idikarenakan iUndang-

undang iPenyandang iCacat isudah itidak iefektif idigunakan idi iperkembangan izaman iyang 

isangat ipesat iini iserta idengan idiubahnya iUndang-undang itersebut idapat imewujudkan 

iaksesibilitas. 

Tindakan imeninjau ikembali iserta imerevisi ikebijakan isumber idaya imanusia, 

idengan imelatih ipara istaf iyang ibertanggungjawab iatas iperekrutan iserta imanagement 

isuatu isumber idaya imanusia, idan imemasukkan ikesetaraan ipeluang itenaga ikerja 

ipenyandang idisabilitas ike idalam ikebudayaan iperusahaan iseharusnya ilebih iterencana 

idan iterstruktur idengan ibaik iagar ikesetaraan iberjalan isesuai ihak-hak iyang isudah 

iditetapkan ipada iperaturan iUndang-undang iyang itelah idiatur ipemerintah. iJika ihak 

ikonstitusional isetiap iwarga inegara iyang idisebutkan idalam iUUD i1945 idapat imenjamin 

iterwujudnya isuatu ikesetaraan ipeluang iatau ipersamaan ikesempatan ibagi itenaga ikerja 

ikhususnya itenaga ikerja ipenyandang idisabilitas, imaka iupaya iperlindungan iHak iasasi 

imanusia itentu idapat ilebih iterlihat idan idirasakan idalam imasyarakat. iUntuk imewujudkan 

ipemerataan ikesempatan iuntuk imenjamin iperlindungan ihak iasasi imanusia idiperlukannya 

isinergi idan ikerjasama idari ipemerintah, iperusahaan, ipengusaha.  

KESIMPULAN 

1. Bentuk iperlindungan ihukum iyang idiberikan ipemerintah iberupa iperaturan iperundang-

undangan. iPerlindungan ihukum iitu idiatur idalam ipasal i67 iayat i1 iundang-undang 

inomor i13 itahun i2003 itentang iketenagakerjaan iyang imana imenyatakan ibahwa 

ipengusaha iyang imempekerjakan itenaga ikerja ipenyandang icacat iwajib imemberikan 
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iperlindungan isesuai idengan ijenis idan iderajat ikecacatannya. iDitegaskan ilagi ipada 

iundang-undang inomor i8 itahun i2016 itentang ipenyandang idisabilitas itepatnya ipada 

ipasal i53 iayat i1 idan i2 iyang imenyatakan ibahwa ipemerintah iwajib imempekerjakan 

iminimal i2% ipekerja ipenyandang idisabilitas idan iperusahaan iswasta iwajib 

imempekerjakan i1% itenaga ikerja ipenyandang idisabilitas idari ijumlah ipekerja iatau 

ipegawai. iWujud idari ibentuk iperlindungan ihukum iitu isendiri iyang idiberikan ioleh 

ipemerintah iialah imemberikan ihak-hak iistimewa iatau ihak ikhusus iserta iperlakuan 

ikhusus iterhadap ipenyandang idisabilitas. 

2. Bentuk iperlindungan ihukum iyang idiberikan ipemerintah ikepada ipenyandang 

idisabilitas ijuga iada ipada iundang-undang inomor i39 itahun i1999 itentang ihak iasasi 

imanusia itepatnya idalam ipasal i42 iayat i1 imenyatakan isetiap iwarga iyang iberusia 

ilanjut, icacat ifisik, idan iatau icacat imental iberhak imemperoleh iperawatan, ipendidikan, 

ilatihan, idan ibantuan ikhusus iatas ibiaya inegara iuntuk imenjamin ikehidupan iyang 

ilayak isesuai idengan imartabat ikemanusiaannya, imeningkatkan irasa ipercaya idiri idan 

ikemampuan iberpartisipasi idalam ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, idan 

ibernegara. iDalam ipasal i41 iAyat i2 iyang imenyatakan ibahwa isetiap ipenyandang 

icacat, iorang iyang iberusia ilanjut, iwanita ihamil idan ianak-anak, iberhak imemperoleh 

ikemudahan idan iperlakuan ikhusus. iDi isini isudah ijelas ibahwa iperaturan iyang idiatur 

ioleh ipemerintah itelah imemberikan ihak-hak ipenyandang idisabilitas iserta 

iperlindungan ikhusus iuntuk ipenyandang idisabilitas. 

3. Dalam imemberikan ipeluang ikepada ipenyandang idisabilitas iuntuk imendapatkan 

ipenghidupan idan ikehidupan iyang ilayak iserta ipekerjaan iyang ilayak, idibutuhkannya 

ihak ikonstitusional. iKonstitusi imenjamin iadanya isuatu ipemenuhan ihak iasasi imanusia 

ibagi ipenyandang idisabilitas idalam imemperoleh ihak-haknya iserta iuntuk imendapatkan 

ipekerjaan. iHal iitu itelah iditerangkan idalam iUndang-undang iNomor i13 iTahun i2003 

itentang iKetenagakerjaan, iUndang-undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi 

iManusia, iUndang-undang iNomor i8 itahun i2016 itentang iPenyandang iDisabilitas iserta 

iUUD i1945. iBukan ihanya ihal iitu isaja idi iIndonesia isendiri imengakui iadanya ihak-

hak ipenyandang idisabilitas idengan iratifikasi imeratifikasi itentang iCRPD i(Convention 

ion ithe irights iof ipersons iwith idisabilities) iatau ikonvensi ihak-hak ipenyandang 

idisabilitas iDalam iUndang-undang iNomor i19 itahun i2011 itentang iPengesahan iCRPD 

itepatnya ipada ipasal i27. 
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